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ABSTRAK 

 

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi 

sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus 

sesuai syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang 

tidak mememenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak 

sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita jual beli yang 

dipraktikan oleh masyarakat desa Tanjung Baru Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk 

memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat 

hukum Islam. Dalam menjual daging sapi dengan sistem tihangan ini 

tanpa menggunakan alat timbangan penjual hanya memperkirakan 

tumpukan daging sapi yang akan dibagi ke pembeli.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi: Bagaimana 

praktik akad jual beli daging sapi dengan sistem tihangan dan 

Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli 

daging sapi dengan sistem tihangan di Desa Tanjung Baru Kecamatan 

Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan masalah 

dalam penelitian, meliputi: Untuk mengetahui dan memahami akad 

praktik jual beli daging sapi dengan sistem tihangan dan untuk 

mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi 

Syariah terhadap akad jual beli daging sapi dengan sistem tihangan.   

Data penelitian merupakan hasil penelitian lapangan (field 

research) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, 

yang dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya 

dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan 

terlebih dahulu teori-teori tentang jual beli dan berdasarkan hal 

bersifat khusus dalam praktik jual beli daging sapi dengan sistem 

tihangan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, 

kemudian diperoleh hasil kesimpulan dari analisinya terhadap 

landasan teori hukum Islam. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Secara Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah  jual beli daging sapi dengan sistem 

tihangan yang ada di desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten 

Kaur ini dalam teori jual beli jizāf pada zaman Nabi awalnya 
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diperbolehkan tetapi dalam jual beli ini terdapat unsur gharar dimana 

dalam pembagiannya bukan hanya serah terima saja. Tetapi 

masyarakat desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur 

melakukan jual beli tersebut dan itu mentradisi sampai sekarang 

dilakukan pada saat akan menjelang hari Raya Idhul Fitri. Dalam teori 

‘urf termasuk dalam kategori ‘urf s}ahih dimana adat kebiasaan yang 

berulang-ulang dilakukan, dan  diterima oleh orang banyak. Dilihat 

dari pandangan kedua teori tersebut. Maka, praktik akad jual beli 

daging sapi dengan sistem Tihangan adalah haram karena terdapat 

unsur gharar didalamnya. 
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MOTTO 

 

                         

                          

     

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu”. (Q.S An-Nissa: 29) 
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A. Transliterasi Arab Indonesia 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 

tentang Transliterasi Arab Latin. 

 Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti 

pedoman sebagai berikut. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bá B Be ة

 Tá T Te ث

 Ṡá Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Z (dengan titik di 

atas) 

 Rá R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Y ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan ttik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭá T ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Żá ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ Koma terbalik di„ ع
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atas 

 Gain G Ge غ

 Fá F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Há H Ha هي

 Hamzah ҆ Apostrof ء

ً Yá Y Ye 

 

2. Konsonan Rangkap Kedua Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟aqqidīn متعقد يه

 Ditulis „iddah عدة

 

3. Ta’ Marbutah 

a. Bila dimatikan tulis h 

  Ditulis Hibbah هبت

  Ditulis Jizyah جسيت

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-

kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata 

sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 كرامت الأونيبء
Ditulis 

Karāmah al-

auliyá 

 

b. Bila tá marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah dan dammah ditulis t. 

 Ditulis Zakātul fitri زكبة انفطر
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4. Vocal Pendek 

____________________ Kasrah Ditulis i 

____________________ Fathah Ditulis a 

____________________ Dammah Ditulis u 

  

5. Vocal Panjang 

fathah + alif Ditulis ā 

 Ditulis jāhiliyyah جب هبيت

Fathah + yá mati Ditulis ā 

 Ditulis yas‟ā يسعي

kasrah + yá mati Ditulis ī 

 Ditulis karīm كريم

dammah + wawu 

mati 
Ditulis ū 

 Ditulis furūd فروض

 

6. Vocal Rangkap 

Fathah + ya’ mati Ditulis ai 

 Ditulis bainakum بيىكم

fathah + waw mati Ditulis au 

 Ditulis qaulum فول

 

7. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu ata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a‟antum أأوتم

 Ditulis u‟iddat أعدث

 Ditulis la‟in syakartum نئه شكرتم

 

8. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur‟ān انقرآن

 Ditulis al-Qiyās انقيبش
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b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, 

serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis as-Samā انسمبء

 Ditulis asy-Syams انشمص

 

9. Penulisan Kata-Kata dalaRangkaian Kalimat 

 Ditulis żawī al-furūḍ ذوى انفروض

 ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسىت
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. 

Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Tihangan 

(Studi Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur 

Provinsi Bengkulu), adapun istilah yang akan dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

      Hukum Islam  adalah hukum ekonomi syariah yaitu fiqih 

muamalah yang artinya hokum diambil dari Al-Qur‘ān, sunnah 

dan penjelasnya. Muamalah adalah kegiatan antar manusia dengan 

manusia lainnya. Dalam konteks ekonomi Islam, fiqih muamalah 

di definisikan sebgaai hokum-hukum yang berkaitan dengan 

tindakan manusia dalam perkara harta, misalnya dalam persoalan 

jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dagang, 

perserikatan dan lain sebagainya. 

Jual beli menurut bahasa berarti al-Baī‟, al-Tijārah dan al-

Mubādalah.
1
 Menurut terminologi adalah menukar barang atau 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2
 Sedangkan 

menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta 

(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
3
 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual 

beli ialah tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang 

                                                           
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 67. 
2 Ibid. 
3 Rachmat Syafe‘i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 

73-74. 
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dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas 

menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan qabul atas 

segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan 

kebiasaan („urf) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan 

konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak 

kepada pihak lain.
4
 

Sistem tihangan yaitu jual beli dengan memprediksi atau 

tanpa timbangan. Tihangan merupakan  istilah yang digunakan  

masyarakat kaur, yang dimana sekelompok orang sepakat untuk 

membeli satu ekor sapi yang masih utuh, dalam pembagian daging 

sapi tersebut penjual hanya memperkirakan jumlah tumpukan 

yang dapat dihasilkan dari 1 ekor sapi tersebut sesuai dengan data 

yang direkap penjual.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik 

jual beli daging sapi tihangan dalam sistem jual beli dengan 

memperkirakan daging sapi yang akan dibagi kepada sekelompok 

pembeli tersebut. sebagaimana sering dilakukan oleh pedagang 

sapi di desa Tanjung Baru ditelaah dengan prinsip hukum Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan 

satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, agar 

mereka bisa saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan 

hidup maing-masing. Baik dengan cara jual beli, sewa menyewa 

dan lain sebagainya. Untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta 

kekayaan, salah satu  usaha yang dilakukan yaitu dengan bekerja. 

Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah kegiatan bisnis.
6
 

                                                           
4Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta: 

Kencana, 2019), 64. 
5 Bustain, Sistem Tihangan (Bengkulu, 2005). 
6 Veintal Rivai, Islamic Business and Economic Ethis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), 76. 
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Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam 

upaya mempertahankan hidup, mencarai rasa aman, memenuhi 

kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan 

aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terhadap 

nilai-nilai etika.
7
 

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau  hubungan 

antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah 

aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lainnya untuk mendapatkan alat-alat keperluan 

jasmaninya dengan cara yang paling baik.
8
  

Muamalah  menekankan keharusan untuk menaati segala 

aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT yang telah 

ditetapkan untuk mengatur hubungan dan iteraksi sosial antara 

manusia dengan cara merencanakan, memperoleh, mengatur, 

mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). 

Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, 

antara lain yaitu: 

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang 

tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau 

pengharaman terhadap kegiatan muamalah tersebut. 

2. Tidak ada paksaan atau tekanan oleh satu pihak kepada pihak 

lain (sukarela dan saling ridho) 

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau 

mendahulukan kemaslahatan dari pihak-pihak yang 

melakukan interaksi sosial tersebut dalam kegiatan 

muamahnya. 

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap pihak lain, dan 

tidak boleh dianiaya 

                                                           
7 Istikomah dan Dira Rahmayeti, Transaksi Jual Beli Dengan Sistem 

Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam, MI Mihajirin dan Divisi Marketing 

CV. Sinar Abadi, Volume 4, Nomor 1, 2019. 
8 Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008). 289.  
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5. Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-Baī‟, menurut etimologi 

dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lainnya.   

Jual beli adalah suatu  kegiatan  tukar menukar suatu barang 

dengan barang yang lain dengan akad  tertentu.
9
 Akad  jual beli 

yang umum digunakan oleh masyarakat dalam setiap pemenuhan 

kebutuhannya. Mengenai transaksi jual beli, apakah praktik jual 

beli sudah sesuai dengan syari‟ah Islam atau belum. Maka hal ini 

dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha itu untuk 

mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah 

atau tidak. Dalam ajaran agama Islam hubungan manusia dalam 

bermasyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus 

dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap praktek 

mu‟amalah harus dijalankan dengan memilihara nilai keadilan dan  

menghindarkan unsur penganiyaan serta unsur gharar.
10

 

Sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam dalam 

melakukan transaksi jual beli tentunya harus sesuai dengan rukun-

rukun, syarat-syarat, dan juga bentuk-bentuk jual beli yang 

diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. dalam kenyataannya 

kita sering menemukan praktik yang jelas-jelas menyimpang dari 

prinsip dan norma-norma etika, tetapi praktik tersebut dalam 

situasi khusus, dibenarkan karena alasan pertimbangan yang 

rasional. tentu saja kenyataan ini tidak boleh diterima secara 

universal. dengan kata lain pengecualian yang dibenarkan tidak 

dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal 

etika.
11

 

 

 

                                                           
9 Nur Afifah, Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam (Semarang: Aneka 

Ilmu, 2019). 3. 
10 Mashudi Hariyanto Siti Halilah, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 

Beli Beras Campuran,‖ Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 2 (December 15, 

2020): 61–78, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/194. 
11 Bambang Eko Sutrisno, Etika Bisnis (Bandung: Mandar Maju, 2007). 5. 
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Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah halal sebagai mana 

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nissa.29:  

                         

                          

     

" wahai orang-orang yang beriman!  janganlah kamu saling 

memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil ( tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”. 

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT 

memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kegiatan muamalah 

harus didasari suka sama suka dan rela sama rela  tidak boleh 

adanya riba, gharar, pemaksaan dan lain sebagainya.  

Terdapat pula di dalam hadist yang diriwayatkan oleh 

Rasullulah SAW, beliau bersabda bahwa ―sesungguhnya jual beli 

itu atas dasar saling ridha‖. Ketika ditanya apa usaha yang paling 

utama, beliau menjawab: ―usaha seseorang dengan tangannya 

sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur‖.  

 

ٍِ رَافعٍِ  ٍْ رِفبَعَتَ بْ ُ عَُُّْ  -عَ ًَ اللَّه هً » -رَضِ هٌ انُهبِ سَههىَ  -أَ َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ صَههى اللَّه

ٍْعٍ  - كُمُّ بَ َٔ  ،ِِ جُمِ بٍِدَِ مُ انزه ًَ سُئمَِ: أيَُّ انكَْسْبِ أطٍَْبَُ؟ قبَلَ: عَ  

«يَبْزُٔرٍ  حَُّ انْحَبكِى صَحه َٔ ارُ  اُِ انْبزَه َٔ رَ
12

 ُُ  

“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi 

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah 

yang paling baik?” Beliau bersabda “pekerjaan seseorang 

                                                           
12 Ibn Hajar Al-‗Asqalani, Bulughul Maram (Bandung: Marja, 2018).153. 
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dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-

Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim). 

Berdasarkan  penjelasan diatas mabrur artinya mengandung 

kebaikan yang banyak. Jual beli mabrur adalah jual beli yang 

mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait 

keunggulan suatu barang atau objek dan menjelaskan terkait 

kekurangan barang tersebut sehingga pedagang tidak mengatakan 

barang yang diperjualbelikan  ini berkualitas bagus padahal jelek 

atau tahu ada cacat pada barang namun ditutup-tutupi. 

Jual beli adalah sebuah transaksi yang mana harus dilakukan 

dengan sesuai rukun dan syarat dalam jual beli. Dimana tanpa 

adanya rukun sebuah jual beli dianggap tidak sah, karena jual beli 

harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dalam jual beli 

yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli yaitu: 

Penjual (al-Baī‟), Pembeli (Mustari), Ijab dan Qabul (Shigat), 

Benda atau Barang (Mauqud  ‗alaih)
13

 

Barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat 

dalam jual beli, adapun syarat sahnya. jual beli menurut jumhur 

ulama sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan 

subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Berikut ini syarat-syarat jual 

beli berdasarkan subjeknya: berakal sehat (sehat jasmani maupun 

rohani), dengan kehendaknya sendiri (tidak unsur paksaan), baligh 

atau dewasa (telah berumur 15 atau telah bermimpi bagi laki-laki) 

dan untuk perempuan telah (haid).
14

 Berdasarkan objeknya 

mauquf „alaih (Syarat yang diperjualbelikan): Suci, Bermanfaat, 

Dapat diserahkan, Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang 

lain, Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
15

 

Adapun pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri pedagang 

sapi di Desa Tanjung Baru biasanya melakukan praktik jual beli 

daging sapi, adapun sistem transaksi atau penjualan yang sering 

                                                           
13 Oni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah (Depok: Raja Grafindo Persada, 

2017). 104. 
14 Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 

11. 
15 Syafe‘i, Fiqih Muamalah. 83-85. 
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dilakukan antara lain sistem kiloan dan sistem tihangan. Dalam 

skripsi ini penulis memilih membahas tentang ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Tihangan‖. 

Jual beli dalam Islam diharapkan dapat menghadirkan 

kemaslahatan baik dari pihak pembeli maupun  penjual, 

kemashlahatan tersebut dapat terlihat dari keadilan yang di 

dapatkan masing-masing pihak dengan kata lain tidak ada pihak 

yang merasa di rugikan atas transaksi tersebut. Untuk 

mendapatkan kemaslahatan dari proses jual beli maka jual beli 

tersebut harus di lakukan sesuai dengan tuntutan Islam dengan 

mengikuti syarat dan rukun jual beli selain itu kejelasan suatu 

barang, baik dari pihak pembeli maupun penjual seharusnya 

memperhatikan sahnya barang yang diperjualbelikan yang 

mencakup dalam syarat yang diperjualbelikan. Mengetahui 

kondisi barang secara jelas. 

 Sebagaimana terjadinya praktik jual beli daging sapi dengan 

sistem tihangan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje 

Kabupaten Kaur. Penjual daging sapi dengan sistem tihangan ini 

melakukan transaksi pada H-7 sebelum penyembelihan sapi 

tersebut, pada saat transaksi objek akad belum berada ditangan 

penjual, penjual hanya menjelaskan spesifikasi daging sapi yang 

akan dijualnya secara umum. pembeli yang ingin ikut dalam jual 

beli daging sapi ini akan di data oleh penjual terlebih dahulu. pada 

saat pembagian daging sapi tidak melakukan penimbangan 

terlebih dahulu, daging sapi yang telah di potong-potongi 

langsung ditumpuk sesuai data yang telah di rekap oleh penjual. 

Penjual melakukan tumpukan bukan tanpa alasan melaikan 

didasarkan pada suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, 

seperti menjual daging sapi dengan sistem tihangan ini.   

Pada sisi lain, tidak ada keharusan bagi para pembeli untuk 

membeli daging sapi berdasarkan sistem tihangan, pembeli boleh 

memilih untuk membeli  daging sapi berdasarkan apa yang 

mereka inginkan. Sebagian pembeli lebih memilih membeli 

daging sapi dengan sistem tihangan. Pembeli yang memilih 

membeli daging sapi dengan sistem tihangan dikarenakan harga 
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yang lebih murah dan juga akan mendapatkan bagian-bagian 

daging sapi lainnya.   

Praktik jual beli daging sapi yang terjadi di desa Tanjung Baru 

Kecamatan maje Kabupaten Kaur dilakukan sesuai dengan 

kebiasaan yang telah lama berlaku dan dilakukan oleh masyarakat 

desa Tannjung Baru tersebut, seperti dengan melakukan transaksi 

jual beli daging sapi dengan sistem tihangan  lebih sering 

dilakukan dengan alasan lebih efisien, memudahkan serta 

menguntungkan. Baik bagi para pedagang ataupun pembeli.   

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Daging Sapi Dengan Sistem Tihangan‖ untuk mengetahui 

bagaimana proses jual beli dengan sistem tihangan ini menurut 

hukum Islam. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka 

penelitian ini fokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli daging Sapi Dengan Sistem Tihangan di Desa Tanjung 

Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur  

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih sistematis nya 

perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam 

penelitian itu dapat penulis formulasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana akad praktik jual beli daging sapi dengan sistem 

tihangan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten 

Kaur Provisinsi Bengkulu? 

2. Bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap jual beli daging sapi dengan sistem tihangan di Desa 

Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi 

Bengkulu? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan memahami akad praktik jual beli 

daging sapi dengan sistem tihangan 

b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging sapi 

dengan sistem tihangan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

     Penelitian ini sangat bermanfaat ,karena dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum 

Islam  terhadap jual beli daging sapi dengan sistem tihangan 

di dalam masyarakat. 

b. Secara praktis 

     Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 

Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu, antara lain yaitu:  

1. Skripsi Ovy Mintia Loka Wilanda (2019) dalam penelitiannya 

yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan 

Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi‖. Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

dalam penelitiannya menjelaskan tentang perubahan harga 

sepihak yang dilakukan antara pedagan eceran dan supplier, 

yang ditinjau dari hukum Islam. Dimana dalam penelitiannya 
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menurut hukum islam perubahan harga sepihak yang 

dilakukan oleh pembeli (pedagan pengecer) itu boleh 

dilakukan. Dikarenakan pedagang pengecer masih mempunyai 

khiyar yang disebabkan adanya cacat pada barang yang 

diperjual belikan.
16

 

2. Skripsi Khairudin Aziz (2020) dimana di dalam 

penenlitiannya yang berjudul ―Tinajuan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran‖. Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

yang dalam penelitiannya berfokus pada memastikan apakah 

sistem jual beli sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. 

Dalam praktik jual beli yang dimaksud selalu ada 

pencampuran daging sapi sehat dan sakit, dikarenakan 

pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapat 

keuntungan pedagang menyamakan harga daging sapi sehat 

dan daging sapi sakit dengan mengesampingkan akad yang 

dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik jual 

beli daging sapi campuran yang terjadi di pasar Kota Metro 

yaitu dengan mencampur daging sapi sehat dan sapi sakit 

tanpa sepengetahuan pembeli jelas tidak sejalan dengan 

hukum Islam, karena menimbulkan kerugian dipihak pembeli. 

Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. An-Nisa> ayat 29 yang melarang 

memakan harta sesama dengan cara yang bathil.
17

 

3. Skripsi oleh Imron Rosadhy (2020), Dimana di dalam 

penelitiannya yang berjudul ―Praktik Jual Beli Sapi Dengan 

Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam‖. Fakultas 

Syariah bagian hukum ekonomi syariah, IAIN Surakarta, yang 

dalam penelitiannya berfokus pada praktik jual beli sapi 

sistem timbangan dan bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap praktik jual beli sapi sistem timbang. Dimana dalam 

                                                           
16 Ovy Mintia Loka Wilanda, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan 

Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 

2019). 
17 Khairudin Aziz, Tinajuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Daging Sapi Campuran (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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penelitiannya bahwa praktik jual beli sapi sistem timbang 

yang dilakukan kelompok usaha tani makmur telah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli meskipun ada suatu hal yang 

menjadi catatan yaitu adanya pencatatan kesepakatan di awal 

transaksi yang dikhawatirkan merugikan salah satu pihak.
18

 

Dalam penelitian di atas belum ada yang melakukan penelitian 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi 

Dengan Sistem Tihangan dan fokus (tempat) penelitian ini di 

Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi 

Bengkulu, yang berbeda dari fokus penelitian terdahulu tersebut. 

Sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem 

Tihangan ini. 

 

H. Metode Penelitian 

     Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat 

penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu 

masalah. disamping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan 

suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan 

penelitian.
19

 

1. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah  penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data 

yang ada di lapangan.
20

 

2. Sifat Penelitian 

     Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

yaitu  memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai 

                                                           
18 Imron Rosadhy, Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut 

Perspektif Hukum Islam (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020). 
19 Djam‘an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2013). 1. 
20 Suharsimi Arikunto, Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995). 58. 
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sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.
21

 

Penelitian dalam skripsi ini hanya ditujukan untuk 

melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan 

melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan 

mengenai jual beli daging sapi dengan sistem tihangan di 

Desa Tanjung Baru Kecamatan  Maje Kabupaten Kaur 

Provinsi Bengkulu. 

3. Sumber Data Penelitian 

     Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer 

dan sekunder. berikut uraian yang lebih jelas tentang sumber 

data tersebut yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

     Sumber data primer ialah tidak ada sumber data yang 

digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan 

semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan 

data ialah sumber primer. Namun dalam kaitannya dengan 

penelitian ini adalah data lapangan, yaitu  observasi dan 

wawancara dengan penjual daging sapi di Desa Tanjung 

Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Propinsi 

Bengkulu. 

b. Sumber Data Sekunder 

     Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. termasuk 

sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain 

bersumber dari buku, jurnal ,makalah ,artikel dan bahan-

bahan tertulis lainnya. 

4. Informan dan Tempat Penelitian  

a. Informan Penelitian 

Informan adalah subjek penelitian yang dapat 

memberikan informasi tentang fenomena atau 

                                                           
21 Kaelan, Metode Kualitis Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 
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permasalahan yang di angkat dalam penelitian.
22

 Informan 

merupakan orang yang memberikan informasi terkait 

realita yang menjadi latar belakang masalah dalam 

rumusan masalah peneliti. Dalam penelitian ini jumlah 

informan keseluruhan adalah 25 orang pembeli dan 1 

orang penjual.  

Informan dalam penelitian  ini adalah bapak Bustain  

(penjual) dan Ali, Lukman, Zuhaimi, Desmawati 

danYurni sebagai pembeli. 

b. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah di desa 

Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. 

5. Metode Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat 

memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.
23

 Dalam 

penelitian ada tiga cara metode pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

     Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan mengumpulkan data penelitian. sejarah 

sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) 

adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer)  dan sumber informasi atau 

orangnya yang diwawancarai (interviewee) melalui 

komunikasi langsung.
24

 Pada prakteknya wawancara 

                                                           
22―View Article,‖ accessed August 12, 2022, 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hZlegOE

AAAAJ&citation_for_view=hZlegOEAAAAJ:hMod-77fHWUC. 
23 Djam dan Aan Komariah Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2013). 145. 
24 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian 

Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014). 
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dilakukan secara langsung kepada pedagang daging dan 

pembeli daging. 

b. Dokumentasi 

     Yaitu pengumpulan data dengan mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
25

  

6. Metode Pengolahan Data 

     Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik 

penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

     Pemeriksaan data atau editing ada pengecekan atau 

pengertian data yang telah di kumpulkan karena 

kemungkinan data yang masuk atau (raw data)  terkumpul 

itu tidak logis dan meragukan.
26

 

b. Sistematisasi Data (Sistemstizing) 

     Melakukan pengecekan terhadap data data atau bahan-

bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 

beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
27

 

7. Metode Analisis Data 

     Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang 

telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis 

akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rieneka Cipta, 2002). 206. 
26 Susiadi, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 1115. 
27 Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung 

Agung, 1989).17. 
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     Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu 

dianalisis.
28

 

    Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan 

bagaimana analisis jual beli dengan sistem tihangan yang 

dilakukan oleh pembeli dan pedagang di Desa Tanjung Baru 

Kecamatan Maje Kabupaten Kaur jika di tinjau  menurut 

hukum  Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, maka dikemukakan 

penjabaran dari BAB I sampai V, sebagai berikut: 

     Bagian pertama terdiri dari bagian formalitas yang berisi: 

halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, 

halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan 

daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab yaitu: 

BAB l pendahuluan. Bab l terdiri dari beberapa sub bab yaitu 

penegasan judul, latar belakang, focus dan sub fokus, rumusan 

masalah, tujuan, penelitian relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal 

dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab 

selanjutnya. 

     BAB II terdiri dari tentang uraian-uraian teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

     BAB III Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian 

baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, bagan 

struktur organisasi, aktivitas penduduk, mata pencaharian 

penduduk, keberagaman masyarakat. 

     BAB IV Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan 

temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik 

                                                           
28 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

1989). 128. 
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pelaksanaanya langkah-langkahnya dan pembahsan yang terjadi 

saat penelitian 

     BAB V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama 

berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan. 

     Dan bagian yang ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang 

berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Akad  

Akad merupakan kalimat yang berasal dari bahasa 

arab, arti kata ini adalah perjanjian yang tercatat atau kontrak. 

Sa‘diyah dalam bukunya fiqih muamalah ll teori dan praktik 

menjelaskan pengertian makna akad ditinjau dari segi 

kebahasaan adalah ikatan dan tali pengikat. 

Pengertian akad ditinjau dari segi istilah adalah 

perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

berdasarkan keridaan semua pihak yang berakad dan memiliki 

akibat hukum yang baru. menurut Sudiarti pengertian akad 

secara istilah adalah kesepakatan mencapai suatu tujuan atau 

maksud tertentu. Suhendi berpendapat arti akad adalah 

perikatan ijab qabul yang dibolehkan dan dibenarkan syara‘ 

sesuai keridaan kedua belah pihak. Menurut Rivai dan Usman 

akad adalah keterikatan keinginan diri dan orang lain yang 

menyebabkan munculnya komitmen tertentu yang 

disyariahkan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh diatas 

dapat disimpulkan makna akad adalah ikatan perjanjian ijab 

dan qabul yang menyebabkan objek akad terkena akibat 

hukum dengan didasari kerelaan antara kedua belah pihak 

sesuai dengan syariat Islam.   

2. Dasar Hukum Akad 

Firman Allah SWT berikut ini:  

                            

                                
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 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-maidah:1). 

 

Firman Allah SWT berikut ini: 

                   

               

 “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 

dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.” (Q.S al-Isra‟:34). 

 

3. Rukun  dan Syarat Akad 

1) Rukun Akad  

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, 

sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur 

tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena 

adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang 

membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam 

kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, 

yaitu:  

 a) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan), 

 b) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd),  

 c) Objek akad (mahallul-„aqd),  

 d) Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd).  
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2) Syarat Akad Dalam hukum Islam untuk terbentuknya 

suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat 

haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi 

empat macam yaitu:
29

 

a) Syarat terbentuknya akad (syuruth al- in‟iqad) antara 

lain: tamyiz, berbilang pihak (at-ta‟adud), 

persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan) kesatuan 

majelis akad objek akad dapat diserahkan, objek 

akad tertentu atau dapat ditentuakan, objek akad 

dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai 

dan dimiliki atau mutaqawwin dan mamluk), tujuan 

akad tidak bertentangan dengan syara‟.
30

 

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (Syuruth ash-

Shihhah)  

Syarat-syarat keabsaahan akad dibedakan menjadi 

dua macam yaitu: 

(1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap 

semua akad atau paling tidak berlaku terhadap 

kebanyakan akad. 

(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku 

bagi masing-masing aneka akad khusus. 

 c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-

Nafadz) Untuk dapat dilakukannya akibat 

hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi 

dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:  

   (1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, 

terpenuhinya dengan para pihak mempunyai 

kepemilikan atas objek bersangkutan, atau 

mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek 

                                                           
29 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad 

Dalam fiqih Muamalat), h. 97-104 
30 Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam 

Islam, h. 95-98 
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tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti 

objek yang sering digadaikanatau disewakan.  

   (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum 

terpenuhi dengan para pihak telah mencapai 

tingkat kecakapan bertindak hukum yang 

dibutuhkan bagi tindakan hukum yang 

dilakukannya. 

  d) Syarat Mengikatnya Akad (Syarthul-Luzum) Pada 

asasnya akad  yang telah memnuhi rukunnya serta 

syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan 

syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu 

akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak 

boleh salah satu pihak menarik kembali 

persetujuannya secara sepihak tanpa kesepkatan 

pihak lain 

4. Macam-macam Akad  

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa 

dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut 

syara‟, maka akad terbagi dua, yaitu:  

1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 

yaitu: 

 a) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 

syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan 

akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. 

Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 

 (1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 

akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun 

dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya.  

(2) Akad mauquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang 

cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memmiliki 
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kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan 

akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil 

yang telah mumayiz.
31

 

b) Akad yang tidak s}ahih, yaitu akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga 

seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak 

mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama 

Hanifiyah membagi akad yang tidak sahih ini menjadi 

dua macam yaitu:   

 (1) Akad yang batil, suatu akad dikatakan batil apabila 

akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau 

ada larangan langsung dari syara‘.  

(2) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang 

pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang 

diakadkan itu tidak jelas.
32

 

2) Berdasarkan Dari Segi Benda Yang Dijadikan Objek Jual 

Beli:
33

  

a). Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya ketika 

melakukan akad jual beli benda atau barang yang 

diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. 

b). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang dimaksud 

dengan jual beli ini adalah sama halnya dengan jual beli 

salam (pesanan). Jual beli dimana salah satu alat tukar 

diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi 

dengan memberikan jaminan. 

c). Jual beli yang tidak ada benda. Jual beli seperti ini 

merupakan jual beli yang dilarang oleh syara‘ karena 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara-cara 

                                                           
31 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 

h. 106-108 
32 Ibid 
33 Imam Taqiyyudin, Kifayat al-Akhyar, (Bandung: Al-Ma‘arif, t.t), h.329 



 
 
22 

yang tidak diperbolehkan oleh syara‘ yang akibatnya 

dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 

3) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi: 

 a) Akad Musamanah  

Akad Musamanah yaitu akad yang ditetapkan nama-

namanya oleh syara‘ dan dijelaskan pula hukum-

hukum, seperti: ba>i‟, ija>rah, syirka>h, hiba>h, 

kafalah, waka>lah, dan lain sebagainya.  

b) Akad Ghairu Musamanah 

Ghairu Musamanah yaitu akad yang tidak ditetapkan 

nama-namanya oleh syara‘ dan tidak pula dijelaskan 

hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan 

manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat 

seperti, „Aqd istishna‟ ba>i‟ „al-wa>fa‟.
34

 

4) Berdasarkan Motifnya  

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi: 

a) Akad Tija>rah  

Akad Tija>rah yaitu segala macam perjanjian 

yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad 

ini dilakukan dengan tujuan mecari 

keuntungan,karena ini bersifat komersil. Seperti jual 

beli, upah mengupah dan lain sebainya.  

b) Akad Tabarru‟ (gratutions contract)  

Akad tabarru‟ yaitu segala macam perjanjian 

yang menyangkut non for profit transaction (transaksi 

nirbala). Akad tabarru‟ dilakukan atas dasar tolong-

menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad 

tabarru‘ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak 

berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak 

lainnya. Imbalan akad tabarru‟ adalah dari sisi Allah 

                                                           
34 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah “Prinsip Dan Implementasi Pada 

Sektor Keuangan Syariah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59 
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SWT bukan dari manusia. Seperti qard}, wad>i‟ah, 

rahn, kafalah, dan lain sebagainya.
35

 

 5) Berdasarkan Sifat Benda Berdasarkan sifat bendanya akad 

terbagi menjadi:  

a) Akad „ainiyah  

Akad „ainiyah yaitu akad yang untuk 

kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang 

diakadkan, seperti hiba>h, „a>riyyah, rahn dan lain 

sebagainya. 

c) Akad Ghairu „ainiyah  

Akad ghairu „ainiyah yaitu akad yang 

hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan 

dengan tepatnya sighat akad. Menimbulkan akad 

tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh 

akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.
36

  

6) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad  

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:  

a) Akad al-zama<ni (akad bertempo)  

Akad al-zama>ni yaitu akad yang 

didalamnya unsur waktu merupkan unsur asasi, dalam 

arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. 

Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti akad upah-

mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad 

pinjam-meninjam. Akad tersebut memerlukan sebuah 

perjanjian atas lamaya suatu pinjaman atau titipan 

atau sewa. 

b) Akad al-fairuz (akad tidak bertempo)  

Akad al-fairuz yaitu akad dimana unsur tidak 

merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu 

                                                           
35 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), h.60-61 
36 Ibid, h.62 
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perjanjian. Seperti jua beli yang dapat terjadi seketika 

tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.
37

 

 

5. Hikmah Disyariatkan Akad 

Akad dalam muamalah antar sesame manusia tentu 

mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad 

adalah sebagai berikut:
38

 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di 

dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah diatur secara syar‘i 

c. Akad merupakan ―payung hukum‖ di dalam kepemilikan 

sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 

memilikinya.  

 

6. Berakhirnya Akad 

Berakhirnya Akad Sebab-sebab yang menjadikan 

berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena 

kehendak orang yang berakad (ikhtiya>riyah) dank arena 

darurat (dharuriya>h).  

1) Sebab ikhtiya>riyah 

Sebab ikhtiya>riyah tersebut adalah iqalah 

fasakh, , dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah 

ditentukan dalam akad, seperti dalamsewa-menyewa atau 

upah-mengupah (ija>rah). 

2) Sebab Daruriyah  

Sebab daruriyah tersebut di antaranya adalah 

sebagai  berikut:  

                                                           
37 Ibid, h.91-92 
38 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.59 
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a) Rusaknya objek akad (ma‟qud „alaih), seperti dalam 

akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (ija>rah) 

dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan 

disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu 

juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan 

dalamakad „a<riyah dan rusak benda yang dititpkan 

dalam akad wadi‘ah atau hilangnya modal dalam akad 

syirka<h.  

b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, 

seperti karena meninggal dunia satu pihak atau 

keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak 

memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan 

sempurna. 

c) Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang 

lain.
39

 

 

B. Jual Beli Jizāf (Spekulatif) 

a. Pengertian jizāf 

Al-jizāf ialah transaksi jual beli dengan sistem 

prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komuditi yang 

cara atau metode mengethaui kadarnya pada dasarnya 

menggunakan ukuran (dzira‟), timabangan (wazn), atau 

takaran (Kail), namun dicukupkan dengan menggunakan 

metode tahkim (prediksi).
40

 

Jual beli Spekulatif (jizāf) dalam terminologi ilmu 

fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau 

dihitung secara kira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung 

lagi, bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual 

beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan 

                                                           
39 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, h. 26-28 
40 Muhammad Ngasifudin and Tri Al-Munawwaroh, ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian,‖ Al-Intaj : Jurnal 

Ekonomi Dan Perbankan Syariah 7, no. 1 (March 29, 2021): 105–15, 

https://doi.org/10.29300/AIJ.V7I1.3836. 
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kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif 

ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. 

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi 

adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang 

diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu: 

diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang 

lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan 

kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini 

termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat 

umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.
41

 

b. Dasar Hukum jizāf 

سُٕلُ صَههى  قِ فََُٓبَْىُُ انزه ْٕ ٌَ انطهعَبوَ جُزَافبً بأِعَْهىَ انسُّ ْٕ ا ٌتَبَبٌَعَُ ْٕ كَبَُ

 ِّ ٍْ ِاللَُّ عَهَ ْٕ ُْقهُُ احَتهى ٌَ ْٕ ٍْعُ ٌْ ٌبَِ سَههىَ أَ َٔ ُُ  

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata: ”Mereka para 

sahabat biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan 

sebagainya) ditengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan 

ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah saw melarang mereka 

untuk menjual makanan tersebut sampai mereka 

memindahkannya (ketempat yang lain)”. 

 

Dalam hadis ini mengindikasikan ketetapan 

Rasulullah saw atas transaksi jual beli jizāf yang dilakukan 

oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun 

memberiakan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus 

terdapat prosesi serah terima. Artinya objek transaksi sudah 

dipindahkan dari tempat semula dan biasanya diserah 

terimakan.
42

 

 

                                                           
41 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul 

Haq, 2004). 93. 
42 Zainuddin Hamidy Dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari (Jakarta: 

Widjaya, 1937). 
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d. Rukun Jual Beli Jizāf 

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada 

umumnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 

4 yaitu: 

           1). Ba>i‟ (penjual) 

1) Mustari (pembeli) 

2) Sighat (ijab dan qabul) 

3) Ma‟qud „alaih (benda atau barang) 

e. Syarat Jual Beli Jizāf 

Adapun syarat ketentuan diperbolehkannya jual beli jizāf, 

yaitu antara lain: 

1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala 

ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya 

Kedua pihak harus mengetahui kondisi barang 

dagangan pada saat akad dilakukan, sehingga tidak sah 

jual beli barang yang tidak terlihat ataupun jual beli 

terhadap orang buta secara jizāf. Untuk mengetahui 

kondisi dari barang dagangan cukup dengan melihat 

sebagian dari bagian barang dagangan yang terlihat, 

seperti barang yang ditumpuk dan hanya sebagiannya 

yang terlihat, dan dalam penjualan ṣubrah makanan cukup 

melihat apa yang terlihat darinya. Tidak disyaratkan 

melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya 

jual beli, seperti wadah cuka yang disegel, dimana jika 

membukanya dapat merusaknya. Tetapi harus diterangkan 

bagaimana sifat cuka yang ada di dalamnya.
43

 

Syarat ini juga disepakati oleh ulama Ḥanafiyah, 

Syāfi‗iyyah, dan Ḥanabilah. Az-Zaila‗i berkata bahwa, 

―Syarat bolehnya jizāf adalah harus berbentuk tertentu 

                                                           
43 M Marnita, H Hendriyadi, and E Agustin, ―Prosedur Jual Beli Lelang 

Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum 

Islam,‖ Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600/pdf. 
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(definitif) dan ditunjuk.‖ Dalam ungkapan ulama 

Syāfi‗iyyah dan Ḥanabilah yaitu, ―Melihat secara 

langsung sudah cukup dalam transaksi sejumlah makanan 

(ṣubrah) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasannya 

akan hilang dengan melihatnya‖ 

2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar 

objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun 

hitungannya. 

Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena 

diberitahukan oleh orang lain setelah terjadinya akad, 

maka ia memiliki hak khiyar. Jika keduanya sama-sama 

mengetahui ukurannya ketika melakukan akad maka akad 

itu batal. Karena keduanya melakukan akad yang 

mengandung gharar (unsur penipuan), dan tidak 

melakukan penimbangan terhadap barang tersebut. 

Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan 

jika tidak ada maka pembeli wajib menggantinya. Adanya 

khiyar ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat 

lazim (mengikat) dan bukan syarat sah. 

Ibnu Juzaf mengisyaratkan adanya perbedaan 

pendapat dari ulama Ḥanafiyah dan Syāfi‗iyyah dalam 

syarat ini. Akan tetapi, ulama Syāfi‗iyyah secara tegas 

menyepakatinya. Imam Aḥmad menyatakan bahwa, jika 

penjual mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh 

menjualnya secara ṣubrah. Jika ia melanggar dan 

menjualnya sedangkan ia mengetahui ukurannya, maka 

jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh 

tanzih. 

3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai 

(borongan) bukan  persatuan. Akad jizāf diperbolehkan 

atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. 

Sah melakukan jual beli secara jizāf terhadap objek 

yang dapat ditakar seperti biji-bijian dan besi, dan objek 

yang diukur seperti tanah dan kain. Tidak boleh 

melakukan jual beli secara jizāf terhadap objek yang 
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dihitung secara satuan kecil jika susah menghitungnya, 

karena hitungan tersebut mudah dilakukan bagi 

kebanyakan orang. Inilah yang dimaksudkan dalam syarat 

ini, yaitu tujuannya melakukan jual beli bukan dalam 

jumlah satuan melainkan dalam jumlah banyak. Jika sulit 

menghitungnya, maka boleh menjualnya secara jizāf. 

Sedangkan jika tujuannya melakukan jual beli secara 

satuan, maka tidak boleh menjualnya secara jizāf. 

Namun, ulama Ḥanafiyah berbeda pendapat dalam 

mazhab di kalangan mereka. Abu Ḥanifah membatasi 

kebolehan jual beli jizāf terhadap objek yang dapat ditakar 

seperti barang yang miṡliyat dalam satu takaran saja. 

Sedangkan dua sahabatnya (aṣ-Ṣaḥibaῑn) membolehkan 

jual beli jizāf terhadap objek yang dapat diukur seperti 

kain pakaian dan tanah serta objek satuan yang memiliki 

bentuk hampir sama seperti kelapa dan telur, serta objek 

satuan yang memiliki bentuk berbeda seperti binatang. 

Pendapat yang difatwakan adalah berdasarkan pendapat 

aṣ-Ṣaḥibaῑn untuk memudahkan umat. Secara global, 

ulama Syāfi‗iyyah dan Ḥanabilah membolehkan juga 

menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, 

diukur ataupun dihitung secara jizāf. Selama tidak 

mempermainkan ataupun berlaku curang terhadap takaran 

dan timbangan. 

4) Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki 

keahlian dalam penaksiran. 

Tidak sah jual beli jizāf terhadap barang yang sulit 

ditaksir, seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih 

hidup, atau menjual burung merpati dalam sarangnya. 

Kecuali jika memungkinkan untuk mengetahui jumlahnya 

dengan cara menaksir sebelum membeli pada waktu 

tenang atau tidurnya, maka boleh dilakukan jual beli 

secara jizāf. Kedua pihak yang berakad harus mampu 

melakukan penaksiran, baik ia melakukannya sendiri 

ataupun diwakilkan, yang dapat tercapai dengan praktik, 
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pengalaman dan kebiasaan. Ulama Syāfi‗iyyah sepakat 

dengan syarat ini, mereka menyatakan bahwa harus 

mengetahui ukuran ṣubrah atau memungkinkan untuk 

ditaksir. Dalam pendapat yang aṣaḥḥ (paling benar), 

mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya 

jika terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa 

ia telah keluar semuanya atau masih tersisa di dalam 

sarangnya. 

5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat 

sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit 

sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. 

Jika objek sangat banyak, maka dilarang menjualnya 

secara jizāf, baik itu dapat ditakar, ditimbang, maupun 

dihitung secara satuan, karena sulit menaksir dan 

memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak, maka boleh 

menjual secara jizāf, baik dapat ditakar, ditimbang 

maupun dihitung dalam jumlah satuan, karena objek dapat 

ditaksir. Bila jumlahnya sedikit, maka tidak boleh dijual 

secara jizāf jika objeknya yang dapat dihitung, karena 

tidak sulit untuk mengetahui jumlahnya dengan 

menghitungnya. Dan dibolehkan juga jika objek tersebut 

dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua belah pihak yang 

bertransaksi tidak mengetahui ukurannya, meskipun tidak 

sulit untuk menakarnya. 

6) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek 

transaksi haruslah rata sehingga kadar objek transaksinya 

bisa ditaksir, jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, 

maka keduanya memiliki hak khiyar. 

Jika permukaannya tidak rata, maka akad itu menjadi 

batal disebabkan adanya unsur penipuan (gharar) yang 

besar atau ketidaktahuan (jahālah). Jika kedua pihak 

mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata 

terdapat gundukan, maka pembeli diberikan hak khiyar. 

Ulama Syāfi‗iyyah sepakat dengan ulama Malikiyah 

dalam hal ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang 
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aṣaḥḥ bahwa jual beli dianggap batal jika ṣubrah 

makanan berada di tempat yang tidak rata. Atau jika 

objeknya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan 

yang berbeda secara tipis dan tebalnya. 

Ulama Ḥanabilah juga mensyaratkan syarat ini, 

mereka menetapkan sebagaimana halnya ulama 

Malikiyah, bahwa pembeli memiliki hak khiyar jika 

diketahui ṣubrah berada di atas gundukan, misalnya. Dan 

penjual memiliki hak khiyar jika ternyata terbukti di 

bawah ṣubrah tersebut terdapat lubang yang tidak 

diketahuinya 

7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang 

diketahui kadarnya. 
44

 

 

C. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf  

Kata „urf secara etimologi berarti ―sesuatu yang 

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat‖ sedangkan 

secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul 

Karim Zaidah, istilah „urf berarti: sesuatu yang tidak asing 

lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan 

dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan 

atau perkataan.
45

 

  Menurut istilah ahli syara‘, tidak ada perbedaan antara 

„urf dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat 

manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, 

tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan 

manusia menyebut al-wala>d secara mutlak berarti anak laki-

laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga 

                                                           
44 Juju Jumena, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah, ―Jual Beli 

Borongan Bawang Merah  Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam,‖ Al-

Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (December 14, 2017): 

151–65, https://doi.org/10.24235/JM.V2I2.2155. 
45 Prof. Dr Effendi Satria, M. Zein, MA, Ushulfiqih, (Jakarta: Kencana, 

2005), h. 21 
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kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata ―daging‖ sebagai 

―ikan‖. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut 

derajat mereka, secara umum maupun tertentu.
46

 

Menurut bahasa, berasal dari kata „arofah-ya‟rufu-

ma‟rufan yang berarti ―yang baik‖. Sedangkan menurut istilah 

adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; 

baik ucapan, perbuatan, ataupun pantang-pantangan. Atau 

dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, 

para Ulama Ushul Fiqh membedakan antara adat dengan „urf 

dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk 

menetapkan hukum syara‘. Adat didefinisikan dengan: 

―sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya 

hubungan yang rasional.‖
47

  

Berdasarkan definisi tersebut, Mushtofa Ahmad al-

Zarqo‘ (guru besar Fiqh Islam di Universitas ‗Amman, 

Jordania), mengatakan bahwa „urf merupakan bagian dari 

adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu „urf harus 

berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari 

pribadi ataupun kelempok tertentu dan „urf bukanlah 

kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan 

adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Dan 

yang dibahas kaum ushul fiqh dalam kaitannya dengan salah 

satu hukum syar‘i adalah „urf, bukan adat.
48

  

Arti „urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, 

ucapan, perbuataan atau ketentuan yang telah dikenal manusia 

dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 

meninggalkannya. Dikalangan masyarakat „urf ini sering 

disebut sebagai adat. Diantara contoh „urf yang bersifat 

perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara menusia 

tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan 

contoh „urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian 

                                                           
46 Wahhab Khallafah, Abdul, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Darul Qalam, 

2002), h. 58 
47 Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 98. 
48 Ibid, h.108 
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tentang kemutlakan lafah walad atas anak laki-laki bukan 

perempuan dan juga tentang meng-itlakkan lafazh al-lahm 

yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna daging 

atas as}-s}amak yang bermakna ikan tawar.
49

  

Al-„urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf „ain, 

ra, dan fa‟ yang berrati kenal. Dari kata ini muncul kata 

ma‟rifah (yang terkenal), ta‟rif (definisi), kata ma‟ruf (yang 

dikenal sebagai kebaikan), dan kata „urf (kebiasaan yang 

baik). 

Dalam Risalah al-„urf, Ibnu Abidin menerangkan 

bahwa: ―adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mawaddah, 

yaitu: mengulang-ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang 

sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh 

diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada 

pula karinahnya, adat dan „urf searti walaupun berlainan 

mafhum.
50

  

Menurut Bahasa „urf adalah sesuatu yang biasa 

dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah 

sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa 

ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh 

manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun 

meninggalkannya. Terkadang „urf juga disebut dengan adat 

(kebiasaan).
51

 

„urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan 

menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara‘, 

tidak ada perbedaan antara „urf dengan adat. Adat perbuatan 

seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar 

menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat 

ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad atau 

secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan 

                                                           
49 A. Hanafie, M.A. Ushul Fiqih, (Jakarta: Wiajya, 1957), h. 115 
50 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 67 
51 H. Rohman Syafi‘, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), 

h.132 
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kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan 

―daging‘ bukan ―ikan‖. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia 

menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda 

dengan ijma‘, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahit 

saja, tidak termasuk manusia secara umum.
52

 

„urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil 

syara‘ tersendiri. Pada umumnya, „urf ditunjukkan untuk 

memelihara kemaslahatan umat serta menjujung pembentukan 

hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan „urf 

dikhususkan lafal yang „amm (umum) dan dibatasi yang 

mutlak. Karena „urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. 

Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila „urf 

sudah terbiasa dalam hal ini, seklaipun tidak sah menurut 

qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara 

yang ma‟dun (tiada).
53

 

Kata „urf dalam Bahasa Indonesia sering 

disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama 

membahas kedua kata ini dengan Panjang lebar, ringkasnya: 

„urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat 

manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun 

kalua kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua 

kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila 

terpisah maka artinya sama.
54

 

2. Landasam Hukum ‘Urf 

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam 

pembentukan hukum syara‘ dan putusan perkara. Seorang 

Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan 

hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu 

dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah 

diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, 

                                                           
52 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), h.129 
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disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak 

bertentangan dengan syara‘ maka harus dijaga. Syar‘i telah 

menjaga adat yang benar diantara adat orang arab dalam 

pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban 

denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya 

keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris. 

 Oleh karena itu para ulama. Berkata: adat adalah 

syari‘at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk 

banyak hukum berdasarkan   perbuatan penduduk Madinah. 

Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan 

hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam 

Syafi‘i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang 

ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, 

oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (Qaul Qadim dan 

Qaul Jadid).  

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh 

diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti 

menentang dalil syara‘ atau membatalkan hukum syara‘, bila 

manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad 

pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur 

penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan 

menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya. 

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah 

seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru 

biasa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu 

dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqh berkata: 

perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil 

dan alasan.
55

 

Para ulama sepakat bahwa „urf s}ahih dapat dijadikan 

dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‘. Ulama 

Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal 

ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama 

Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat 
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dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‘i terkenal dengan qaul 

qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau 

mendapatkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih 

berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada 

di Mesir (Qaul Jadid). Hal ini menunjukan bahwa ketiga 

madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fa>sid 

tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.
56

 

3. Macam-macam ‘Urf 

Para ulama Ushul fiqh membagi „urf kepada tiga 

macam:  

a. Dari segi objeknya „urf dibagi kepada: al-„urf al-lafzhi 

(kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-„urf al-

amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). 

1). Al-„Urf al-Lafdzi 

Adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal atau ungkapan sesuatu, 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. Mislanya 

ungkapan ―daging‖ yang berarti daging sapi; padahal 

kata-kata ―daging‖ mencakup seluruh daging yang 

ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, 

sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-

macam daging, lalu pembeli mengatakn ―saya beli 

daging 1 kg‖ pedagang itu langsung mengambil 

daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat 

telah mengkhususkan penggunakan kata daging pada 

daging sapi.  

2). Al-„Urf al-Amali 

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. 

Yang dimaksud ―perbuatan biasa‖ adalah kebiasaan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang 
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tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti 

kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 

satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan 

makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan 

kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian 

tertentu dalam acara-acara khusus. 

Adapun yang berkaitan dengan mu‘amalah 

perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam 

melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. 

Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli 

bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan 

kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang 

yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan 

peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya 

tambahan.
57

   

b. Dari segi cakupannya, „urf terbagi menjadi dua yaitu al-

„urf al-„Am (kebiasaanya yang bersifat umum) dan „urf al-

Khash (kebiasaan yang bersifat khusus) 

1). Al-„Urf Al-„Am 

Ialah „urf yang berlaku pada suatu tempat, 

masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada 

orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, 

mengucapkan terimaksih kepada orang yang telah 

membantu kita dan sebagainya.  

Pengertian memberi hadiah di sini 

dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi 

tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk 

pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, 

seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan 

pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas 

kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang 

dilayani. 
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2). Al-„Urf Al-Khash 

   Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan 

masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para 

pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang 

yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya 

dalam barang itu, konsumen tidak dapat 

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan 

mengenai penentuan masa garansi terhadap barang 

tertentu. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‘, „Urf terbagi 

menjadi dua. Yaitu al-„Urf S>}ahih (kebiasaan yang 

dianggap sah) dan al-„Urf al-Fa>sid (kebiasaan yang 

dianggap rusak). 

1). al-„Urf S}ahih 

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa 

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah 

kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap 

sebagai mas kawin.  

2). al-„Urf al-Fa>sid 

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 

dalil-dalil syara‘ dan kaidah-kaidah dasar yang ada 

dalam syara‘ . mislanya, kebiasaan yang berlaku 

dikalangan pedagang dalam menghalakan riba, seperti 

peminjaman uang antara sesame pedagang. Uang 

yang dipinjam sebesar 10 juta rupiah dalam tempo 1 

bulan, harus dibayar sebanyak 11 juta rupiah apabila 

jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. 

Dilihat dari segi keuntungan yang diraih pinjaman, 

penambahan utang sebesar 10% tidaklah 

memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10 



 
 

39 

juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya  

yang 10%. Akan tetapi praktik ini bukanlah kebiasaan 

yang bersifat tolong menolong dalam pandangan 

syara‘, karena pertukaran barang sejenis, menurut 

syara‘ tidak boeleh saling melebihkan. (H.R. al-

Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibnu Hanbal) dan 

praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang 

berlaku dizaman jahiliyah, yang dikenal dengan 

sebutan Riba al-Nasi‟ah (riba yang muncul dari 

hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, 

menurut ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori 

al-„Urf  al-Fa>sid.
58

 

4. Kaidah-Kaidah tentang ‘Urf  

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang „urf 

(adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan 

dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-

kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 

ت   ًَ  انَْعَبدَةُ يُحَكه

―Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” 

 ٔالأصم فً عبداتُب الإببحت حتى ٌجًء صبرف الإببحت

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah 

boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum 

asal”. 

 

        انًعزٔف عزفب كبنًشزٔط شزطب 

“yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang disyariatkan 

itu menjadi syarat” 
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5. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum  

Secara umum „urf atau adat itu diamalkan oleh semua 

ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah 

dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan 

dalam berijtihad dan salah satu bentuk ihtihsan itu adalah al-

„urf (istihsan yang menyandar pada „urf). Oleh ulama 

Hanafiyah, „urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga 

didahulukan atas nash yang umum dalam arti „urf itu 

mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan „urf 

atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar 

dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis 

ahad. Ulama Syafi‘iyah banyak menggunakan „Urf dalam hal-

hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara 

maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan 

kaidah sebagai berikut:  

―Setiap yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, dan 

tidak ada ukurannya dalam syara‟ maupun dalam Bahasa, 

maka dikembalikan kepada „urf”  

 Dalam menanggapi adanya penggunaan „urf dalam 

fiqh, Al-Sayuti mengulasnya dengan mengembalikannya 

kepada kaidah:  

ت   ًَ  انَْعَبدَةُ يُحَكه

         Para ulama yang mengamalkan „urf itu dalam 

memahami dan mengsitinbatkan hukum, menetapkan 

beberapa persyaratan untuk menerima „urf tersebut. 

1. Adat atau ‗Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima 

akal sehat  

2. Adat atau „Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan 

orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau 

dikalangan sebagian besar warganya. 

3. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu 

telah ada (berlaku) pada saat itu bukan „urf yang muncul 

kemudian. 
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4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang 

ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
59

 

6. ‘Urf sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam 

Islam sebagai sistem keyakinan (agama) pada satu sisi 

merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi 

sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan 

transaksi yang bersifat profite-motife, keinginan untuk 

mendapatkan keuntungan. Namun jika melihat pada 

kandungan-kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam 

sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan 

(agama) tapi Islam juga merupakan suatu sumber ajaran dari 

tatanan ekonomi. Ajaran tersebut di jelaskan secara tersurat 

ataupun tersirat. 

   Ahmad M. Saefudin sebagaimana dikutip oleh 

Mohammad Daud Ali dan Ridwan menyatakan bahwa ada 

tiga asas filsafat ekonomi Islam. Pertama, prinsip semua yang 

ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam 

yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dimiliki 

manusia adalah milik Allah sebagai sang pencipta. Semua 

ciptaan Allah tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuan-

Nya (QS, 20:5). Asas ini telah meletakkan masalah 

kepemilikan manusia sebagai kepemilikan yang relative dan 

Allah adalah pemilik yang sesungguhnya. Kedua, prinsip 

tauhid, bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Prinsip ini 

memberikan makna bahwa manusia sebagai khalifah Allah di 

muka bumi harus mengelola semua fasilitas yang diberikan 

Allah untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu yaitu Allah 

SWT sebagai poros aktivitas manusia. Ketiga, prinsip 

keimanan kepada hari akhir yaitu hari pembalasan amal 

perbuatan manusia dalam berbagai bentuk aktivitasnya, 

termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini meletakan dasar 

perilaku ekonomi dalam control nilai ketuhanan sebagai basis 

nilai bahwa semua aktivitas manusia di dunia akan dimintai 

pertanggungjawaban pada hari akhir nanti.  
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 Keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi 

tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang 

penting di dalam proses kegiatan ekonomi, tanpa adanya akad 

proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya 

perjanjian di awal kedua belah pihak. Proses kepemilikan 

adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan 

transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah 

pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua 

melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, 

sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu 

ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam digali 

dari hukum Islam itu sendiri, di dalam Islam kegiatan 

ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan. 

 Sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur‘an, 

didalamnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad diberi 

kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang dalam 

al-Qur‘an dan dalam beberapa hal memberikan ketentuan 

hukum baru. Dengan demikian, Sunnah Rasul merupakan 

sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur‘an. Sunnah Rasul 

memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk 

menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak 

disebutkan dalam al-Qur‘an atau Sunah Rasul secara jelas 

dengan jalan ijtihad. Dengan demikian, ijtihad dapat 

dipandang sebagai sumber ketiga hukum Islam. Hukum-

hukum ijtihadiyah pada pokoknya bersumber kepada qiyas 

dan pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. 

Di antara yang akan mendatangkan kebaikan dan memenuhi 

kepentingan masyarakat adalah mengukuhkan berlakunya „urf 

yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur‘an dan Sunnah 

Rasul.  

 Pada dasarnya ulama sepakat bahwa kedudukan „urf 

sahih sebagai salah satu dalil syara‘. Akan tetapi di antara 

mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas 

penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan „urf 
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sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi‘iyah dan 

Hanabilah. 

 „Urf s}ahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di 

dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim 

dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi 

kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi 

kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh 

karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan 

dengan syara‘, maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah 

para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut: 

ت   ًَ  انَْعَبدَةُ يُحَكه

―Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” 

„Urf fa>sid tidak wajib diperhatikan, karena 

memeliharanya berarti menentang dalil syara‟. Oleh karena 

itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian 

yang fa>sid, seperti perikatan yang mengandung riba atau 

mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan 

tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan 

perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam 

itu dapat ditinjau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa 

dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk 

kondisi darurat atau kebutuhan mereka, makai a 

diperbolehkan.  

Hukum yang didasarkan atas „urf dapat berubah 

dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena 

sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan 

pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan tersebut 

adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah 

dan dalil. 
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